BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

a. Aksesibilitas informasi terkait kesehatan dalam program berita televisi saat
ini masih belum memenuhi hak penyandang disabilitas rungu di Indonesia
untuk mengakses informasi sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Convention on
the Rights of Persons with Disabilities. Hal tersebut dibuktikan dari
terbatasnya penyediaan juru bahasa isyarat dalam program berita di televisi
dan belum diperhatikannya kebutuhan tayangan teks bagi penyandang
disabilitas rungu seperti closed caption. Sehingga membatasi aksesibilitas
sebagai jalan masuk terpenuhinya hak memperoleh informasi, yang
menghambat mereka sebagai bagian dari masyarakat untuk mengetahui
segala informasi yang berhubungan dengan kesehatan melalui program
berita televisi, terlebih di masa pandemi. Kerentanan yang dialami
penyandang disabilitas rungu membuat mereka membutuhkan perhatian
dan perlakuan khusus, salah satunya berupa aksesibilitas terhadap
informasi untuk menjamin kesetaraan mereka. Namun Kketentuan
penggunaan bahasa isyarat dalam UU Penyiaran dan Standar Program
Siaran yang dikembalikan pada kebijakan masing-masing lembaga
penyiaran televisi masih belum mengakomodir kebutuhan khusus
penyandang disabilitas rungu karena hanya digantungkan pada kesadaran
saja. Padahal melalui ratifikasi CRPD, Indonesia telah berkomitmen dan
mengakui hak aksesibilitas terhadap informasi melalui media yang mudah
diakses, salah satunya dalam mengakses program televisi. Selain itu,
keterbatasan yang ada juga memperlihatkan diskriminasi berdasarkan
disabilitas karena hak mereka untuk menikmati dan memperoleh informasi
di program berita televisi menjadi terbatas, yang membuat mereka menjadi

tidak setara dengan orang lainnya dalam perspektif hak asasi manusia.
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Meskipun demikian, mulai dilibatkannya juru bahasa isyarat di program
berita televisi sudah memperlihatkan langkah yang baik, namun karena
frekuensinya yang terbatas masih belum cukup memenuhi akses informasi
penyandang disabilitas rungu. Bahkan fasilitas akses informasi dalam
pemberitaan di program televisi seringkali belum sesuai dengan kebutuhan
penyandang disabilitas rungu di Indonesia karena masih dilibatkannya
penerjemah bahasa isyarat yang menggunakan SIBI sebagai sistem isyarat
yang diresmikan dan dibakukan pemerintah, yang sebenarnya tidak sesuai
dengan budaya Tuli di Indonesia sehingga sulit untuk dipahami mereka.

. Tanggung jawab pemerintah dalam menjamin penyediaan fasilitas akses
informasi melalui program berita televisi agar dapat memenuhi kebutuhan
penyandang disabilitas rungu didasarkan pada komitmen negara terhadap
CRPD. Dalam merealisasikannya harus disertai penyesuaian yang tepat
terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas rungu dengan cara
pendekatan yang melibatkan penyandang disabilitas rungu secara aktif. Hal
tersebut dibutuhkan untuk menjamin fasilitas akses informasi dalam
program berita televisi sudah sesuai dengan kebutuhan penyandang
disabilitas rungu di Indonesia. Program berita televisi harus mudah diakses
penyandang disabilitas supaya informasinya dapat sampai hingga dipahami
dengan menyediakan penerjemah bahasa isyarat profesional, yaitu juru
bahasa isyarat yang diakui oleh organisasi penyandang disabilitas rungu
menggunakan bahasa isyarat yang sesuai dengan budaya Tuli di Indonesia
yaitu Bisindo. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan salah satu
sarana dalam rangka menjamin kemandirian, partisipasi penuh dan efektif
penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan, yang salah satunya
dalam mengakses informasi di program berita televisi melalui hak
rehabilitasi dan habilitasi sebagaimana diatur UU Penyandang Disabilitas
dan CRPD. Dalam melaksanakan kebijakan maupun pengambilan
keputusan mengenai segala permasalahan yang berkaitan dengan
penyandang disabilitas rungu, pemerintah juga harus berkonsultasi erat
bahkan secara aktif melibatkan organisasi penyandang disabilitas yang

mewakili mereka.
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5.2 Saran

Adapun saran-saran dari Penulis mengenai permasalahan yang dibahas dalam
penelitian ini, sebagai berikut:

a. Perlu adanya peningkatan frekuensi juru bahasa isyarat yang disediakan
dalam program berita televisi, agar membukakan jalan dan aksesibilitas
kepada penyandang disabilitas rungu terhadap informasi. Terlebih dalam
kaitannya dengan kesehatan sehingga mereka dapat mengetahui segala
informasi yang berhubungan dengan kesehatan secara setara, khususnya
dalam situasi pandemi. Pengaturan penggunaan bahasa isyarat di program
siaran televisi juga harus diatur secara lebih jelas, apa saja mata acara yang
disertai bahasa isyarat. Ada baiknya juga apabila ketentuan penggunaan
bahasa isyarat diwajibkan selama masa pandemi terlebih pada program
berita agar penyandang disabilitas rungu mendapat kesetaraan untuk
mengakses informasi secara faktual. Harapannya secara bertahap dapat
disertakan juga dalam program televisi lainnya yang sifatnya faktual.

b. Perlu adanya sosialisasi kepada pihak penyelenggara siaran televisi
mengenai Bisindo dan juru bahasa isyarat yang memiliki kompetensi untuk
menciptakan akses informasi di media televisi yang ramah disabilitas.
Ketersediaan tayangan teks berupa closed caption terlebih pada program
berita juga bisa menjadi masukan yang baik. Selain itu, pemerintah perlu
secara aktif melibatkan dan berkonsultasi dengan organisasi penyandang
disabilitas rungu dalam mengatur setiap kebijakan yang berhubungan
dengan mereka. Alangkah baiknya jika teknis pengawasan terhadap fasilitas
akses informasi program berita di televisi melibatkan organisasi yang
mewakili penyandang disabilitas rungu. Sejalan dengan hal tersebut,
diperlukan upaya pemerintah yang berwenang secara lebih lanjut
membentuk sertifikasi juru bahasa isyarat yang kompeten dan profesional.
Dalam rangka mendukung saran-saran dari Penulis, sebaiknya dilakukan
penelitian mengenai subsidi untuk memfasilitasi aksesibilitas informasi
bagi penyandang disabilitas rungu di media televisi terlebih dalam program
berita. Selain itu juga perlu adanya penelitian terkait teknologi yang dapat

mendukung penyediaan tayangan teks berupa closed caption.
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